BABII
TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA, PERLINDUNGAN
HUKUM, YAYASAN, ASURANSI, VIKTIMOLOGI, DAN KORBAN
A. Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana
Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana,
mengatakan bahwa : (Andrisman, 2007, hlm. 7)
“Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam
hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana
pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat
agar tidak melanggar hukum pidana.Pengertian pidana adalah

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan : (Arief, 1998, him. 2)
“Istilah pidana dari kata hukuman (straf) tetapi kata hukuman
merupakan istilah yang umum dan konvensional juga
mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu
dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah
tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi
juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya.
Sedangkan istilah pemidanaan berasal dari kata sentence yang
artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Menurut Sudarto pengertian pidana, yaitu : (Soedarto, 1990, him. 9)
“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu.”

Menurut Roeslan Saleh (dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi

Arief) menyatakan : (Arief, 1998, hlm. 2)
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“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik
itu.”
Van Hamel (dalam bukunya P.A.F. lamintang mempertegas
pengertian pidana sebagai berikut : (Lamintang, 1984, him. 34)
“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang
telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung
jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,
yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu
peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”
Berdasarkan definisi tersebut menurut Muladi dan Barda Nawawi
Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-
ciri sebagi berikut : (Arief, 1998, him. 4)
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-
syarat tertentu.
Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah
hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan

istilah straft, yaitu : (Hamzah, 2017, p, 27)

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan
untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,
administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana
diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan
dengan hukumpidana.”
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Menurut Satochid Kartanegara, bahwa : (Hamzah, 2008, hlm. 17)

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang
oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang
yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-
undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan
keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang
dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan
itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma
yang ditentukan oleh undang- undang.”

Menurut Soedarto pidana adalah : (Arief, 1998, him. 14)
“Penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”
W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana,
yaitu : (Lamintang, 1984, him. 1)

“Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan
dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang)
telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni
suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian
dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan
suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau
tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan
bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan
tersebut.”

M. Ali juga memberika pengertian mengenai hukum pidana, yakni :
(Zaidan, 2015, him. 3)

“Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu
ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan
yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi
terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli
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berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat
tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena
hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan
tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan
menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di
bidang hukum lain tersebut.”

Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada
peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai
asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan
pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan
kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa : (Efendi, 2010, hlm. 25)

“Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan
ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk
membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka
yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-
peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan
ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan
kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur
memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat
mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib
dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa
hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa : (Wirjono Prodjodikoro, 2008,
hlm. 46)

“Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa
anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan
meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam
kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan
bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-
nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan
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(preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar
menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).”

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum
pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu
membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan
demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat
Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : (Prasetyo,
2011, hlm. 7)
a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan
memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana
dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran
pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana
tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam
penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang
melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan

konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya
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pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran

hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

3. Fungsi Hukum Pidana

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan

oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai

berikut : (Soedarto, 1990, hlm. 9)

a.

Fungsi yang umum yaitu salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu
fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya,
yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk
menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

Fungsi yang khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz)
dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika
dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum
lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang
menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai ,,mengiris
dagingnya sendiri“ atau sebagai ,pedang bermata dua“, yang
bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi
kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda,
kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap
larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti)
kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi
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perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat
social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum
pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha

lain kurang memadai.

4. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan
asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk
menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Sumber hukum pidana Indonesia sumber hukum pidana adalah sebagai

berikut : (Soedarto, 1990, him. 89)

a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis

Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama
aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie
(W.v.9).

b. Hukum pidana adat mengatakan bahwa di daerah-daerah tertentu dan
untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat
menjadi sumber hukum pidana

Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih
dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini
didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N.
1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana
adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya

dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari
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bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama
sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang
tercantum dalam Pasal 1 KUHP;

b. Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) adalah penjelasan atas
rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri
Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu
kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi
UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih
disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah
sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda
(W.v.S.N.L) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah
copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari
W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh
penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang
sekarang berlaku.

5. Asas-Asas Hukum Pidana
a. Asas Legalitas

Ridwan RH, menyatakan bahwa : (HR, 2010, hlm. 96)
“Definisi legalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia
adalah suatu perihal (keadaan) sah; keabsahan. Legalitas
berasal dari kata dasar legal yang memiliki makna sesuatu
yang berarti sah atau diperbolehkan.”

Sehingga legalitas memiliki makna bahwa sesuatu yang

diperbolehkan atau sesuatu yang menerangkan keadaan diperbolehkan

atau sah. Asas legalitas dinamakan juga dengan kekuasaan undang-
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undang (de heerschappij van de wet), istilah asas legalitas dalam
hukum pidana (nullum delictum sine praveia lege poenali) yang
artinya adalah tidak ada hukuman tanpa undang-undang.

Ridwan RH juga menyatakan bahwa : (HR, 2010, hlm. 69)

“Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi
dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut
setiap tindakan bentuk undang-undang dan berbagai
keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan
sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.”

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kenegaraan harus didasari undang-undang dan
memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.

Moeljatno menyatakan bahwa : (Moeljatno, 2009, him. 93)

“Asas legalitas, yakni nullum delicta nulla poena sine
praevia lege yang dahulu dicetuskan oleh sarjana hukum
pidana Jerman bernama von Feurbach (1775 — 1833) yang
termuat dalam bukunya Lehrbuch des peinlichen Recht.”

Asas legalitas tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti
bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku
pada waktu perbuatan itu dilakukan (lextemporis delictie). Namun,
apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam

perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan

bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP,
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sehingga dengan demikian lextemporis delictie tersebut dibatasi oleh

Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut.

Asas legalitas menurut Moeljatno tersebut mengandung tiga
pengertian : (Moeljatno, 1993)

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan
undangundang;

2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi (kiyas); dan

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama,
suatu perbuatan dapat dipidana jika diatur dalam perundang-undangan
pidana, Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut

Teguh Prasetyo, menyatakan bahwa : (Prasetyo, 2011, hlm. 124)

“Dalam perkembangannya, asas legalitas dalam beberapa
hal ditafsirkan secara lebih luas. Dalam lapangan hukum
pidana, Teguh Prasetyo memberikan gambaran bahwa
dalam pertumbuhan internasional menunjukkan bahwa the
principal of legality (asas legalitas) dapat disisihkan oleh
the principle of justice (asas keadilan), seperti dalam kasus
kejahatan perang, korupsi, terorisme, narkotika yang
merupakan hukum khusus.”

Makna asas legalitas yang dikemukan oleh Enschede ini sama
dengan makna legalitas bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan
dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku

surut.

b. Asas Nonretroaktif
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Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa
(Prodjodikoro, 2003, him. 43)

“Asas nonretroaktif memiliki makna bahwa tidak dapat
berlaku surut. Asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk
semua bidang hukum, yaitu pasal 2 dari Alegemene
Bepalingen van Wetgeving (ketentuan ketentuan umum
tentang perundang-undangan) yang dikeluarkan oleh
pemerintah belanda dengan Publicate (pengumuman)
tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No.23). Pasal 2
tertulis : De wet verbindt allen voor het toekomende en
heeft geen terugwerkende kracht (undang-undang hanya
mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku surut).”

Asas ini diulangi dalam hukum pidana dan juga dimuat sebagai
pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, yang artinya larangan
berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi
hukum pidana. Disamping pasal 1 ayat (1) KUHP memelopori
ketentuan asal peralihan hukum yang penting juga dan yang termuat
dalam ayat 2 Pasal 1 tersebut.

Ayat tersebut tertulis : (Prodjodikoro, 2003, him. 43)

“Bij verabderubg ub de wergeving na het tijdstip waarop
het feit begaan is, worden de voor den verdachtegunstigste
bepalingen toegepast (apabila ada perubahan dalam
perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana
diperbuat, maka yang diperlakukan adalah ketentuan-
ketentuan dari hukum lama atau hukum baru yang lebih
menguntungkan bagi si tersangka.”

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan penyimpangan dari larangan
berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa

hukum yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka daripada

hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana



38

belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan yang bersifat
final.
Asas Transitoir

Dalam hukum pidana substansi Pasal 1 ayat (2) di atas lazim
dikenal dengan asas transitoir, yaitu asas yang menentukan berlakunya
suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan
undang-undang. Dengan asas tersebut pada dasarnya juga
membicarakan mengenai diperbolehkannya aturan hukum pidana hasil
perubahan untuk diterapkan secara surut, dengan syarat bila hukum
pidana hasil perubahan tersebut kalau diterapkan akan lebih
menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan bila menerapkan hukum
pidana sebelum perubahan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa : (Hamzah, 2008, hlm. 54)
“Prinsip peraturan tidak berlaku surut dalam asas legalitas
bertujuan untuk melindungi orang dari
kesewenangwenangan penguasa.”

Asas legalitas menyatakan bahwa peraturan tidak berlaku surut
tersebut dibatasi dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang
sama, yakni jangan sampai orang dikenakan hukuman berdasarkan
peraturan baru yang lebih berat karena terjadinya perubahan peraturan
tersebut.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa : (Lamintang, 1997, him.

160)
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“Dalam menafsirkan istilah “perundang-undangan” yang
berubah (sebagai hukum transitoir tersebut) menurut Pasal
1 ayat (2) KUHP tersebut maka terdapat beberapa jenis
ajaran atau pendapat para ahli hukum dan dalam praktik
peradilannya.”

Adanya ajaran perubahan perundang-undangan dalam arti formil
dan dalam arti materiil. Perubahan perundang-undangan dalam arti
formil berarti bahwa yang berubah adalah undang-undang yang
dibentuk oleh presiden bersama dengan dewan perwakilan rakyat. Van
bemmelen berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan perubahan
perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (2) kuhp tersebut harus
diartikan sebagai undang-undang dalam arti formil.

Jika ketentuan perundang-undangan yang berubah merupakan
ketentuan dalam KUHP, maka perubahan tersebut termasuk dalam
perubahan perundang-undangan dalam arti formil, yakni perubahan
KUHP sebagai undang-undang yang berlaku pada mulanya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana yang selanjutnya diberlakukan di seluruh Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia

dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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B. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa : (Satjipto Rahardjo, 2000,
hlm. 98)

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini
bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.
Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta
antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut
aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah
cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan
moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan
segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang
pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang
lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, menyatakan bahwa : (Putra, 1993,
hlm. 35)

“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan
yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan
juga prediktif dan antisipatif.”

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan
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antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk
ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015, hlm. 46)
“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam
hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan
pemulihan hak—hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka
perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk
menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek
hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak
berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak,
maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi
yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald (D. O. Susanto,
2016, hlm. 76), ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:

a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia
juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang
menjadi sasaran dari hak;

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi

pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat

hubungan korelatif;
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c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain
untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu
perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi hak;

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa
disebut sebagai objek dari hak; dan

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu
peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada
pemiliknya.

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa : (Asnawi, 2015, him. 46)
“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum
antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas hukum
yang berhubungan dengan hukum perdata.”

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum
yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan,
dimana pada saat mengemas klausul-klausul dalam kesepakatan, kedua
belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata
kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui
klausul-klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan
klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum
berimbang atas persetujuan mereka bersama.

M. Isnaeni, berpendapat bahwa : (Isnaeni, 2016, him. 16)
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“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan
hukum internal.”

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak,
disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam
artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas
dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk
menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan
saat para pihak menyusun klausul-klausul kesepakatan, sehingga
perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat
regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang
-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara
proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang
sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat
dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi
pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka
kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-
perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara

proporsional.

. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
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dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Muchsin, menyatakan bahwa : (Muchsin, 2003, him. 43)

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu
kewajiban.”

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum
preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada
diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai
perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif
CST Kansil, menyatakan bahwa : (Kansil, 1989, him. 83)
“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,
dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

hukum.”
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Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan
suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan
Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan
dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara
hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Muntakir menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk
mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar,
dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang
dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum
positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di
masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan

damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di
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dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan
(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan
manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishagq,
menyatakan bahwa : (P.M. Hadjon, 1987, hlm. 17)

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit);

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit);

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran
yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan
keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis,
adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para
perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan
menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi
penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis,
artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya
kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia
terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah
dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan
hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan.
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Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan
hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus
memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum
yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu
sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan
mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan
kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan
perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara
umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan,
kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat
substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun
fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang
menyatakan bahwa :

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang
penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum
juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : (Peter Mahmud

Marzuki, 2008, hlm. 49)
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“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang)
maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat
umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan
sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian
hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam
undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam
putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan
hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan
logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain
sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat
berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa
(Djubaedillah, 2013, hlm. 59)

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian
hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan
aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau
bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi,

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal
demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga
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akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus
dipulihkan seperti sediakala.”

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan
batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah
dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga
perwakilan  rakyat sebagai pembentuk  undang-undang tidak
mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan
batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak
memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai
daya prediktibilitas.

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak
dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan
didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian
yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya. (R. Djatmiko D, 2004,
hlm. 56)

Dengan demikian sebagai konsekuensi Yayasan sebagai badan
hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta

pribadi, demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta



50

pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan

hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib

diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas

permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan. (R. Murjiyanto, 2002,

hlm. 35)

Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan
dan kerugian pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri
terlepas dari pribadi perseorangan, sehingga ia dianggap seperti halnya
manusia sebagai subjek hukum, dapat mempunyai hak dan kewajiban
sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan
sendiri. Sedang yang melaksanakan kepengurusan semua itu adalah
pengurusnya. (R. Murjiyanto, 2002, hlm. 35)

Sebagai subjek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan
sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian
perlu alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia
alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini. Organ-organ
dalam yayasan adalah sebagai berikut : (Fendi Supriono, 2015, hlm. 5)

a. Pertama, Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan
yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak
mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus
tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk

menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan
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tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat
merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Untuk pengecualian
dari pengurus, bahwa pengurus dapat menerima upah, gaji, atau
honorarium apabila pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi oleh
pendiri, pembina dan pengawas;

b. Kedua, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam
menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Dalam
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
menyatakan bahwa pengawas adalah organ yayasan yang bertugas
melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam
menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang pengawas atau lebih, dengan wewenang,
tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas
tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus; dan

c. Ketiga, Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak
veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau
pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai
pengurus, pengawas dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT
tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya).

Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi, keputusan
mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian

anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum
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yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja
dan dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan
mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. (Shanti Wulandari,
2016, hlm. 77)

Dengan kewenangan tersebut, diketahui bahwa Pembina hanya dapat
bertindak secara ke dalam, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum
yang mendasari kegiatan yayasan dan harus dilaksanakan oleh pengurus.
Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama yayasan. Pada umumnya
yang menjadi Pembina adalah pendiri yayasan, namun bisa juga pihak lain
berdasarkan keputusan rapat Pembina. (Richard Burton Simatupan, 2005,

hlm. 24)

. Wewenang Pengurus Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum mempunyai badan dengan perantara
alat-alat atau organ-organ badan tersebut. (Chaidir Ali, 2017, hlm. 7)
Segala kegiatan yang dilakukan yayasan diwakilkan oleh organ-organ
pengurusnya, apa yang diputuskan organ tersebut adalah keputusan dari
yayasan itu. Berkaitan dengan kepengurusan yayasan oleh pengurus, perlu
diperhatikan ketentuan Pasal 701 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
tentang Yayasan yang menyatakan bahwa sanksi bagi Pengurus yayasan
yang mengalihkan atau secara langsung atau tidak langsung harta yayasan
kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pihak lain yang mempunyai

kepentingan yayasan juga membebankan kewajiban pada yayasan tersebut
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untuk mengembalikan uang, harta kekayaan yayasan yang telah dialihkan
tersebut.

Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Setiap pengurus
menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan dan tujuan yayasan. (Yohanes Sogar Simamora, 2012, hlm.
114) Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.
(Runtung, Syahrul Sitorus, Suhandi T., 2015, hlm. 126)

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan
Pengawas, dengan penjelasan sebagai berikut : (Chaidir Ali, 2017, hlm.
65)

a. Pembina
Pembina merupakan organ yang mempunyai kewenangan yang
tidak diserahkan kepada Pengurus. Pendiri yayasan suatu saat dapat
tidak ada sama sekali, karena pendiri meninggal dunia, ataupun
mengundurkan diri. Mengenai organ yayasan ini dijelaskan Pasal 28
ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang

Yayasan.

b. Pengurus
Peranan Pengurus sangat dominan pada suatu organisasi.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan
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yayasan, yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat
pembina. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina dan
pengawas hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih
kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan
pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.
Mengenai pengurus ini Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun
2004 Tentang Yayasan mengaturnya dalam Pasal 31 sampai Pasal 39

Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan
serta memberi nasehat pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada Pengurus.
Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.
Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan, Organ Pengawas diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal
47 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
3. Tinjawuan Badan Hukum  Yayasan Terhadap Pengurus

Organ/Pengurusnya

Sebelum Undang-Undang yayasan berlaku, sebagai badan hukum
(recht persoon) yayasan sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan
meskipun belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam lalu
lintas hukum sehari-hari, yayasan diperlakukan sebagai legal entity.

(Setiawan, 1995, him. 24)
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Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu
yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, yang merupakan badan peradilan
tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan
hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan.
Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh Hoode Gerech Shof di Hindia
Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1889. (Arie
Kusumastuti Maria Suhardiadi, 2001, hlm. 18)

Yayasan dikatakan sebagai badan hukum, berarti yayasan adalah
subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal
sebagai berikut : (Hasbullah Syawie, 2013, him. 89)

a. Yayasan terdiri dari sekumpulan orang;

b. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum;
c. Yayasan memiliki kekayaan sendiri;

d. Yayasan memiliki pengurus;

e. Yayasan memiliki maksud dan tujuan;

f. Yayasan memiliki kedudukan hukum;

g. Yayasan memiliki hak dan kewajiban; dan
h. Yayasan di muka pengadilan.

Pengakuan  terhadap  kedudukan yayasan dalam  suatu
perundangundangan baru ada pada Tahun 2001, yaitu dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2011 dan diberlakukan secara

efektif 1 tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkannya. Asas
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dari Undang-Undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, dimana

maksud dan tujuan yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan

dan kemanusiaan.
Standar kehati-hatian yang di pakai negara common law misalnya

sebagai berikut : (Fendi Supriono, 2015, hlm. 6)

a. Kegiatan atas beban biaya yayasan tidak boleh dilakukan oleh anggota
pengurus yayasan;

b. Anggota Pengurus tidak boleh menjadi pesaing bagi yayasan yang
dipimpinnya;

c. Anggota Pengurus yayasan harus menolak mengambil keputusan
mengenai sesuatu hal yang diketahuinya akan dapat mengakibatkan
yayasan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sebagai yayasan terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang
berwenang, misal dicabut izin usahanya, atau digugat oleh pihak lain;

d. Anggota Pengurus yayasan perlu melakukan tindakan untuk mencegah
munculnya kerugian yayasan; dan

e. Anggota Pengurus yayasan perlu melakukan tindakan untuk
meningkatkan keuntungan yayasan.

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Asuransi
1. Pengertian Asuransi
Asuransi atau yang dalam bahasa belanda verzekering berarti
pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak

yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan
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mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita
sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi
atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. (Dinarty, 2011,
hlm. 6)

Sementara definisi otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku
adalah yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 Undang — Undang Republik
Indonesia No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi
sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan
diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan diderita tertanggung, yang timbul dari dari suatu peristiwa
yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang
tertanggung.”

Definisi diatas akan lebih muda dipahami bila dibandingkan dengan
pengertian asuransi yang tercantum dalam pasal 246 K.U.H Dagang yang
berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan
mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang
tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk penggantian
kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu
peristiwa yang tidak tentu.”

Pengertian asuransi yang lain yaitu merupakan suatu pelimpahan

resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Pelimpahan tersebut dikuasai

oleh aturan — aturan hukum dan didalamnya diberlakukan prinsip — prinsip
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serta ajaran yang secara universal dianut oleh pihak pertama maupun pihak
yang lain. Dari segi ekonomi asuransi berarti suatu pengumpulan dana
yang dapat dipakai untuk menutup atau member ganti rugi kepada orang
yang mengalami kerugian.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian
yang mencakup semua sudut pandang diatas yaitu asuransi adalah suatu
alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian, dengan
cara menggabungkan sejumlah unit yang terkena resikoyang sama atau
hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas
kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi,

akan dibagi secara proporsional oleh senua pihak dalam gabungan itu.

. Unsur-Unsur Asuransi

Berdasarkan definisi asuransi, dalam Pasal 246 KUHD, terdapat
empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi
kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur;

b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah
uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara
berangsurangsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak
tertentu,

c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui

sebelumnya); dan
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d. Kepentingan (inferest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena
peristiwa yang tak tertentu.
3. Prinsip Dasar Asuransi
Prinsip dasar asuransi ada enam nacam prinsip dasar yang harus
dipenuhi, yaitu : (Dinarty, 2011, hlm. 18)
a. Insurable Interest
Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan
keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui
secara hukum.
b. Utmost Good Faith
Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap,
semua fakta material (material facf) mengenai sesuatu yang akan
diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si
penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala
sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si
tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar
atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
c. Proximate Cause
Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian
kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu
yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indeenden.

d. Indemnity
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Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi
finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi
keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

e. Subrogation

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung

setelah klaim dibayar.
f.  Contribution

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang
sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya
terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

4. Jenis-Jenis Asuransi
Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan orang akan
perlindungan akan semakin komleks. Inilah mengapa kemudian berbagai
macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat. Usaha asuransi
dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu: (Dinarty, 2011, hlm. 42)
a. Dari segi sifatnya:

1) Asuransi social atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya
adalah paksaan bagi warga Negara. Asuransi social adalah program
asuransi wajib yang deselenggarakan pemerintah berdasarkan
undang — undang. Maksud dan tujuaa asuransi social adalah
menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk

mendapat keuntungan komersil. Contoh : Askes, Taspen, Asbri dll;
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2) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa

pun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk

menjadi anggota atau tidak Contoh: PT Jasa INDONESIA, PT

Jiwasraya dII.

b. Dari segi objek dan bidang usahanya:

1) Asuransi Orang Asuransi orang meliputi:

a)

b)

Asuransi Jiwa Pada hekekatnya merupakan suatu bentuk kerja
sama antara orang — orang yang menghindarkan atau
mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian,
risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi
oleh perusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukum
bilangan besar yang menyebabkan risiko kepada orang yang
mau bekerja sama;

Asuransi Kesehatan Ini adalah sebuah jenis produk asuransi
yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan
para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau
mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis
perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yaitu
rawat inap dan rawat jalan;

Asuransi Dana Pensiun Menjadi tua itu pasti, tetapi dalam
kondisi seperti apa masa tua nantinya, tentu masih menjadi
pertanyaan karena berada dalam ketidakpastian. Itulah

mengapa diperlukan perencanaan hidup salah satu perencanaan
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financial untuk masa pensiun agar hidup tetap terjamin dan
tidak membebani orang lain. Merencanakan tabungan hari tua
sebaiknya dilakukan sebelum masa produktif berakhir. Sebab
dimasa tua nanti kita sudah tidak mampu bekerja lagi. Asuransi
dan Dana Pensiun adalah salah satu bentuk investasi untuk
menjamin hari tua. Memiliki asuransi sama halnya dengan
mengalihkan biaya yang harus kita keluarkan menjadi
tanggungan pihak asuransi.
2) Asuransi Umum atau Kerugian Asuransi kerugian terdiri dari

berbagai jenis atau cabang pertanggungan yaitu:

a) Asuransi Kebakaran (Fire Insuranc);

b) Asuransi Paket Rumah Tangga (Home Insurance);

c) Asuransi Paket Toko (Shophause Insurance);

d) Asuransi Prorerty All Risks;

e) Asuransi Gempa Bumi (Eartquake Insurance);

f) Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance);

g) Asuransi Aneka (Miscellaneous)
(1) Asuransi Pencurian (Burgery);
(2) Asuransi Uang (Money Insurance);
(3) Asuransi Kecelakaan (Personal Accident),
(4) Asuransi Keluarga (Family Personal Accident);
(5) Asuransi Kesehatan (Health Insurance); dan

(6) Asuransi Perjalanan (Travel Insurance).
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h) Asuransi Jaminan (Bonding/ Guarante)
(1) Jaminan Tender (Bid Bond);
(2) Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond);
(3) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond);
(4) Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond).

3) Perusahaan Reasuransi Umum Perusahaan reasuransi umum
merupakan perusahaan asuransi yang Dbidang usahanya
menanggung risiko yang benar — benar terjadi dari pertanggungan
yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi
kerugian; dan

4) Perusahaan Asuransi Sosial Perusahaan asuransi social merupakan
perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko
financial masyarakat kecil yang kurang mampu perusahaan ini
diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya: Perum Taspen, PT
Astek dan PT Jasa Raharja.

E. Tinjauan Pustaka Tentang Korban
1. Pengertian Korban
Pengertian terhadap korban yang dipaparkan dalam pembahasan ini
untuk memahami secara jelas terhadap korban dengan kesamaan cara
memandang korban. Kategori korban tidaklah selalu individu atau orang
peroangan, akan tetapi korban juga dapat dikatakan sekelompok orang,
masyarakat, badan hukum ataupun korban juga bisa berasal dari kehidupan

lainya seperti dalam tindak pidana lingkungan hidup. Korban dalam
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lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas
pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok,
korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan
akibat penimbulan korban adalah sikat atau tindakan korban dan/atau
pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam
terjadinya suatu kejahatan.

Menurut Crime Dictionary yang dikutip oleh Bambang Waluyo yang
menyatakan bahwa victim adalah orang yang telah mendapatkan
penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau
mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan
dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. (Waluyo, 2012, hlm. 43)

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada
Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan
Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan bahwa korban adalah orang
yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian,
termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian
ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik
karena tindakannya (by acf) maupun karena kelalaiannya (by omission).
(Rena Yulia, 2010, hlm. 42)

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan
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fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu

tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah :

a. Setiap orang;
b. Mengalami penderitaan fisik, mental;
c. Kerugian waktu; dan/atau
d. Akibat tindak pidana.
. Tipologi Korban

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban

dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu : (Riananda, 2017, hlm. 77)

Yang sama sekali tidak bersalah;

Yang jadi korban karena kelalaiannya;

Yang sama salahnya dengan pelaku;

Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan

Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku
dibebaskan).

Von Hentig membagi 6 (enam) kategori korban dilihat dari keadaan

psikologis masing-masing, yaitu : (Poernomo, 2002, him. 93)

a.

b.

The depressed, who are weak and submissive;

The acquisitive, who succumb to confidence games and recketeers;
The wanton, who seek escapimin forbidden vices;

The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;

The termentors, who provoke violence; and
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The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive
measures.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya

kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban,

yaitu : (Sutiyoso, 2006, him. 93)

a.

Non participating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak
kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam
penanggulangan kejahatan;

Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau
pemicu kejahatan;

Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
dan

False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya
sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri

maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7

(tujuh) bentuk, yaitu : (Huda, 2017, hlm. 73)

a.

Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan
si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu,

dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
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. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek
tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-
sama;

Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat
mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang
di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian
dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk
merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada
pelaku;

. Biologically weak victim adalah kejahatan yang disebabkan adanya
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut
usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari
aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau
pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada
korban yang tidak berdaya;

Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh
masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan
sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh
terletak pada penjahat atau masyarakat;

Self" victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan

sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu
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pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena
sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan

Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali
adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan

sebagai berikut : (Rena Yulia, 2010, hlm. 117)

a.

Primary victimization, yaitu korban individu atau perorangan (bukan
kelompok);

Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan
hukum;

Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas; dan

No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya

konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan sangat

relevan, pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan memiliki

kerugian baik fisik, non-fisik, materil, dan non materil. Tentu ada asap

pasti ada api, pihak tersebut yang menjadi korban karena ada pihak lain

yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat

selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada

dinamika yang berkembang.
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Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak
korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang
mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima
atau diderita korban misalnya, fisik, mental, ekonomi, harga diri dan
sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi
korban dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan
sebagai korban murni dari kejahatan. Artinya memang korban yang
sebenar-benarnya atau senyatanya. Namun memungkinkan adanya korban
yang tidak murni, disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku
kejahatan atau ada faktor-faktor dari korban yang memancing terjadinya
sebuah kejahatan. Bambang Waluyo yang mengutip pendapat Hentig dan
Mendelsohn dalam bukunya dijelaskan Hentig beranggapan bahwa
peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : (Waluyo, 2012,
hlm. 24)

a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;

b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk
memperoleh keuntungan yang lebih besar;

c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama
antara si pelaku dan si korban; dan

d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak
ada provokasi dari korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat

kesalahanya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahanya
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korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu : (Waluyo, 2012, hlm.

16)

a. Yang sama sekali tidak bersalah;

b. Yang jadi korban karena kelalaianya;

c. Yang sama salahnya dengan pelaku; dan

d. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku
dibebaskan).

Memang banyak korban andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat
kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau
terjadinya tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik
perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaan,
overracting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan
tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan yang
sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan,

bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku.

. Hak dan Kewajiban Korban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa
hak seseorang merupakan kewenangan dan kekuasaan setiap indivudi
untuk berbuat atau tidak berbuat yang telah ditentukan oleh Undang-
undang atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa
diketahui bahwa hak merupakan sebuah kewenangan dan kebebasan
melakukan sesuatu. Namun, kebebasan tersebut harus dilandasi hukum.

Sementara Kansil mengatakan bahwa hak memiliki arti izin atau
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kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki pandanan kata dengan
wewenang, right dalam bahasa Inggris, Kansil juga mengutip pendapat L.J
Van Apeldoon tentang hak yaitu hukum yang dihubungkan dengan
seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian
menjelma menjadi suatu kekuasaan. (Kansil, 1989, hlm. 19)

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hak adalah kepentingan
yang dilindungi hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau
kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya
mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam
melaksanakanya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subjek
hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan
kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan
hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum
dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh
hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh
sistem hukum. (Mertokusumo, 2010, hlm. 93)

Setiap hak yang melekat pada diri seseorang tentunya juga diikuti
dengan kewajiban, kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan.
Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah
menjadi tanggung jawab seseorang.

Menurut Prof. Sukamto Notonagoro menyatakan bahwa kewajiban
adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut

paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena
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keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bsa muncul dari
hak yang dimiliki oleh orang lain. (Dikdik M. Arief Mansur, 2007, hlm.
81)

Selain itu juga korban mempunyai kewajiban Menurut Arif Gosita
yang dikutip dalam buku G.Widiartana Viktimologi Perspektif Korban
Dalam Penanggulangan Kejahatan, kewajiban- kewajiban korban adalah :
(Gosita, 1983, hlm. 121)

a. Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan
(eigenrechting);

b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih
banyak lagi;

c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh dari diri sendiri
maupun orang lain;

d. Ikut serta membina pembuat korban;

e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban
lagi;

f. Tidak menuntu kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan
pembuat korban;

g. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberikan
kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya
(mencicil bertahap atau imbalan jasa); dan

h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.
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Dilihat dari penjelasan mengenai kewajiban korban diatas sebagian
besar hanyalah kewajiban secara moral dan hanya sedikit kewajiban
hukum, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan hampir tidak ada paksaan
bagi korban untuk melakukan kewajiban tersebut. Peraturan
perundangundangan yang belum mengatur secara khusus kewajiban
korban adalah salah satu yang membuat kewajiban korban hanya sebagai
kewajiban moral. (Widiartana, 2014, hlm. 69)

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan belum secara
komperhensif mengatur mengenai kewajiban korban namun, hal
terpenting disini adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat
menyediakan saluran dan sarana agar korban dapat menjalankan
kewajibanya sehingga dapat menghindar dari perubahan menjadi korban.

F. Tinjauan Pustaka Mengenai Viktimologi
1. Pengertian Viktimologi

Siswanto Sunarso menyatakan bahwa viktimologi berasal dari
bahasa Latin victima yang artinya korban dan /ogos yang artinya ilmu.
Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari
tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan
korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
(Siswanto Sunarso, 2012, hlm. 72)

Arif  Gosita menyatakan bahwa viktimologi adalah suatu
pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal)

sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan
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sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan

logos yang berarti pengetahuan ilmiah/studi. (Gosita, 1983, hlm. 48)

J.E Sahetapy menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau
disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek,
sedangkan menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu
pengetahun yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. (J.E. Sahetapy,
1995, him. 19)

Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban
(victim).

Rena Yulia menyatakan bahwa pengertian viktimologi mengalami 3
(tiga) fase perkembangan, yakni : (Rena Yulia, 2010, hlm. 64)

a. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja.
Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology;

b. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah
korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini
disebut sebagai general victimology; dan

c. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi
yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan
hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai new
victimology.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom menyatakan melalui

viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban,
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seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat
menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan
kewajiban korban kejahatan. (Gultom, 2008, hlm. 94)

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan
mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan
mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka
dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa
setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan

dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J.E Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana
seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang
tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkembanganya di
tahun 1985, Separovic mempelopori pemikiran agar viktimologi khusus
mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan
dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena
korban bencana alam diluar kemauan manusia (out of men’s will).
(Abdullah, 2019, hlm. 28)

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi,
lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut :

(Haluyo, 2017, hlm. 37)
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b. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat
penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril;

c. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan
kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian
berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta
maupun bencana alam;

d. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia
dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan
kelestarianya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang
telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang
ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan
manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung
jawab; dan

e. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang
diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil
pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak
budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Viktimologi sebagai ilmu pendukung dari kajian kriminologi, dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa viktimologi berada setingkat di bawah
kriminologi. Demikian objek atau ruang lingkup perhatian viktimologi
menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut : (Gosita, 1993, him. 67)

a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
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b. Teori-teori etilogi viktimisasi kriminal;

c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu
viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku,
pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara,
dan sebagainya;

d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan
penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi,
represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum
yang berkaitan; dan

e. Faktor-faktor viktimogen atau kriminogen.

Menurut J. E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.
Lebih lanjut J. E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi
yang meliputi : (Muhadar, 2006, hlm. 71)

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan
bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan
lokal atau dalam skala internasional;

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara
pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu

atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
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c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan
istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya
sendiri;

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat
bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain; dan

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut
aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang
menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk
menerapkan  kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun  sudah
diselesaikan aspek peradilannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian ruang lingkup korban
dapat dikatakan yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana dan
korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, yakni
individu maupun kelompok atau pun struktur sosial yang menderita
kerugian secara fisik, mental, ekonomi maupun keluarga dekat atau orang-
orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita
kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun dalam
tulisan ini dimaksud korban adalah korban yang mengalami kerugian baik

secara psikis ataupun ekonomi.

. Manfaat Kriminologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan
merupakan faktor yang penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu

sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam
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pengembanganya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis

maupun teoritis, maka ilmu tersebut dapat dikatakan sia-sia. Hal yang

sama tentunya dalam mempelajari ilmu tentang viktimologi yang
diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Arif

Gosita menyatakan manfaat viktimologi adalah : (Nurhidayati, 2016, 59)

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang
menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi
mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari
pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, etilogi kriminal
dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif,
dan tindak lanjut dalam mengadapi dan menanggulangi permasalahan
viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;

b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan
penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuanya, tidaklah untuk
menyangjung-nyanjung (eulogize) pihak korban, tetapi hanya untuk
memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran
korban, serta hubunganya dengan pihak pelaku dan pihak lain.
Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan
pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan
keadilan dan meningkatkan kesejahtraan mereka yang terlihat secara

langsung dan tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
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Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai
hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang
dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama
dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban
struktural atau nonstruktural. Tujuanya bukan untuk menakut-nakuti,
tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada.
Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi
pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaiamana menghadapi
bahaya dan bagaimana menghindarinya. Pandangan-pandangan,
pernyataan-pernyataan dalam viktimologi ssangatlah berharga dalam
hal ini. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai,
mengusahakan hasil-hasil yang praktis (practical) yang berarti
menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya;

Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak
langsung, misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat
penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada
setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi,
politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan
wewenangnya dalam suatu pemerintahan untuk keuntungan pribadi
atau dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi; dan

Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang dapat memberikan suatu dasar
pemikiran dalam upaya dalam menyelesaikan viktimisasi criminal.

Teori-teori dalam ilmu viktimologi dapat digunakan terhadap
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keputusan-keputusan dalam pengadilan dalam suatu tindakan kriminal,
reaksi peradilan terhadap pelaku kriminal, dan dapat mempelajari
korban akibat dari suatu tindakan kriminal dalam proses peradilan
kriminal guna memberikan hak dan kewajiban terhadap korban.
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai
sebaba dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha
mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan,
delikuensi dan diviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara
dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak
asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga
negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang

kedudukanya dalam hukum dan pemerintahan.



